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bahwa berhubune dengan periembaapon dan Comajuan di

Lam wilayah Propines Dac o Tingkat T Jawa 4 enyal

pada umumnya dan dalam wilayal Kecamatan Purwvoberto
pada khususnya, dipandang perlu untuk menpatur  pe-
nyelcenggaraan pemerintaban wilayal secara khnons gu-
na menjamin terpenuhinya tuntutan perkembanpan  dan
kemajuan dimal sud sesual dengan aspirasi macyarakat

di wilayal Kecamatan I vierto;

b. bahwa perkembangan dan remajuan v, iuyal, Fecamatan
Purwokerto telah wenuniad han i 0 wan siifat penphi-

dupan perkotaan yang nmcatrluben Divaasn weita peng-

aturan penvelenfgarain pomerintahal wecara bFhusnsg
c. bahwa berdasarlan ketentuan Pa« | 72 ayvar (4) dan
Pasal 75 Undang-undang homor 5 Jahun 1974  1tentang
Pokok-pokok Pemerintahai di Dueran, maka pembentul -
an Kota Administratif Purwokerto porrlu ditetaphan

dengan Peraturan Pemerintah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Unduang basar 1945,

2. Undang-undan? Komor 10 * thun 1950 tentung Pembentuk-

an Propinsi Jawa Tonypal,

3 Undangqundnn: Nomar 13 Wuhun 1940 ientanp Pemerin-
tahan Doerah hubupatcen balam Pinghungan Propinsa

Jawn Tengah,

4. Undang-undin: komer O ‘luahun Ju/ tuntang Polok-po-
Lok Pemerintahan di Dacrah (Lembaron Negars Tahun
1974 Nomor 38, Tambahun Lembaran Nepgara MNowmor 3057);

MEMUTUSKAN G
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MEMUTUSLAN

PERATURAN PEMERINTAH

TLNTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINIS-
TRATIF PURWOKERTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daeralh Otcﬂoﬂl Seb?_g;l‘itnana ﬁﬂlle-’.f'\l}d da-
=

lam ketentuan Undang~undang Nomer Taktun 1574 ten-

tang Pcrok-pokok Pemwerintahan 4i Laerah (Lembararn

Negara Tahun 1974 MHomor 3§, Tambubian Lembartan Nega
Ta womor 3037); -
b. Wilayah Administratif adalah wilaval seb.ceeimons di-
maksud dalam lasal 72 ayatr (4) Undang-undang Nomor &
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintaban di Dae-
rah (Lembaran Negara Tahun 1974 wNomor 35,

Lembaran Negara Nomor 3037);

Tambahan

c. Wilayah Kecamatan Purwokerto adalah wilayah sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-undang Nemor 13 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daeruah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawz Tengah,

BAB IT
TUJUAN PEMBENTUYAX

-

Passal

Tujuan pembentukan Kota Administratil Purwokerto adalal
untuk meningkatkan kegiatan penyelchpgaraan .pemcrintah-
an secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupa-
kan sarana utama bagi pembinaan wilayalh dan merupakan
unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju

pembangunan,

BAR 111
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BAB  III
KEDUDUKAN, FUNGS], LUAS,
DAN PEMBACTAN W!'AYAE

Pasal

(1) Pemerintanh Kota Administratif Pu-uokert: bertang-

gung jawab kepada Femerintah Kabupatern Daerah Ting-
kat 11 Banyumas.

(2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingka:

11l Banyumas tetlab
berkedudukan di Reta Administratif Purwckerto.
(3) Dalam rangka memperlaju pengembungan wilayah -kotz
Administratif Purwokertc, apabilz dian

ogap peTiu
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dapet

menyelenggarakan pembinaan scecara langsung terha-
dap Kota Administratii Furwckerto.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Purwokcrte menyele

nggaTas

kan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. meningkatkan dan menycsuaikan punyelenggpe
rintahan dengan perkeémbangan kehidupan politik, cho-

nomi, sosial, dan budaya perkotaen;

- ey

raan n.eme-

membina dan mengarahkan pembangunin sesual dcngan
perkembangan sosial ckonomi serta fisik perkotaan;
c¢. mendukung dan merangsany scCsru timbal bualik pPLTReR-
bang.n wilayah Propinsi Dacrab Fingkat 1 Jdawa Te-
ngah pada umunnya dan wilayah habupaten bacrah Ting -

kat 11 Eanyumas pada Phususnyd.

Pasal 5 s




FICSIDEN
REPUL, 1K INOONESIA

- a =

Pasal

L * . - - -
Wilavah Kota Administratif lurwokejz, meliputi:

a. Semua kelurahan di Kecamatan Purwoherto, yangy terdis
ri dari:
1. Kelurahan Purwokerto Wetan;
2. Kelurahan Purwokerto hidul;
‘" 3. Kelurahan Purwokerto Lor;
4. Kelurahan Purwokerto lulon;
5. Kolurahan Sokanegara -
6. kKelurahan Kranji; s

. Kelurahan Kedungwululh;
8. Keclurahan

9. Kkelur:han

Kober:
Rantarsoka;

10. Kelurahan Rejasari;
11. Kelurahan Pasirmuncang;
12. Kelurahan Purwonegoro;
15. Kelurahan Bancarkembar;
14. Kelurahan Arcawinangun;
15. Kelurahan Tanjung; ‘
16. Kelurahan Karangpucung;
17. Kelurahan Karanglesem;
18. Kelurahan Teluk;
19. Kelurahan Berkoh;
20. Kelurahan Mersi:

b. Sebagian wilayah hecamatan Batu:aden, yang terdiri

dari:

1. Kelurahan Grandang;

2. Kelurahan Karangwangkal;
3. Kelurahan Sumampir;
4. XKelurahan Pabuwarasan;

C. Sebagian ...
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C. Scb.l,‘ )
aglran viilayah Yecamutlap Yaranpdewns, yapgy terdi-
g dlewns, yang terds

ri dari:

—t

« Keluranar Vasir Yidul
« Kelurahan KT, unglevn: Loy,

7
-

d. Des: i TR
Sa Boboucan di lecamatin sedunpgbanteny .

l'ﬂ.sal {,
Untuk terwujudnya tertib pei.rintabuzn erta pembinaass
wilayah, maka wilayab Kota Adminictrat:f Purvoberie 4i-
bagi atazs 4 (empat) kecamatan, yaitu:
a. Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara, terdiri dari:

. Kelurahan Bancarkembar;
Kelurahan Purwenegorce,

N

. Kelurahan Pabuwarasar;

. Keluralan Rarangwangl -1,
, Kelurahan Sumanpir,

. Kelurohan Grandang,

, besa Bobosun.

e I =S o BN 73

b, Wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, terdirs eari:

Kelurahan Karanplesop,
Kelurahan Berkoh;
Kelurahan Teluk;
Kelurahan hasangpucuny;
Kelurahan Tanjung,

Kelurahan Purvokerto kulon;

3 O o o &H W N

Kelurahan Purwokerto Hidui,

c. Wilayah Kecamatan Purwokertov bavas, terdiri dar::

1. Kelurashan Rejasari;

2, Kelurahan



(1)

(2)

(3)

(4)

REPUBLIK

2. Xelurahan
3. Kelurahan
4. Kelurahan
5. Kelurahan
6. Kelurahan
7

. Kelurahan

1. Kelurahan
2. Kelurahan
3. Kelurahan
4. Kelurahan
5.

6. Kelurahan

Kelurahan
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Bantarsokua;
Karanglewas Lor;
Kedungwuluh .
Kober;
Pasirmuncany ;
Pasir Kidul.

. Wilayah Kecamatan Purwokerio Timur, terdiri

Purwokerto Wetan:

Arcawinanguu.

Mersi; g
Purwokerto Lor; o
Kranji;
Sokanegﬁra.

Pacsal 7

dari:

Pusat pemerintahan Kota Administratif Purwokerto
berkedudukan di Kota Purwokerto.

Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Utara ber-
kedudukan di Bancarkembar,

Pusat pemerintahan RKecamatan Purwokerto Selutan
berkedudukan di Karanglesem.

Pusat pemerintahan Kecamatan Purwokerto Barat ber-
kedudukan di Rejasari.

Pusat pemerintahan Kcoamatan Purwokerto Timur ber-

kedudukan di Pnrwokerto Wetan.

BAR IV ...
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BAk v
STRUKTUR QRGANISASI

Pasal N

i
am Negerdl dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi

Serta situwasi yang bersnngknLun. setelah mendapatr per-

1

u:‘luﬁ“ tovTulis dari Menteri yang btrtangglulg jawnb

]

am bidang penertiban dan PENVEMPUTNGAN aparatur ne-

BAB v
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal o

Struktur Orguanisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan
Purwvokerte yang berlaku sebelum berlakunya Peratur-
an Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu
berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang meng-
atur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah
Kota Administratif Purwokerto.

Segala Peraturan Daerah dan heputusan-keputusan Ke-
pala Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah
Kecamatan Purwokerto sebelum berlakunya Peraruran
Pemerintah ini tetap verlaku bagi Pemerintahan Wi-
layah Kota Administratif Purwokerrto.

Masalah-masalah yang wenyangkut bidang kepegawaian,
keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul se-
bagal akibat perubahan status wilayah scbagaimana
dimaksud daluam Peraturan Pemerintah ini diselesai-
kan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bunyumas
atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat J Jawa
Tengah.

BAR VI ...
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tali Wilayah Kc
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BAB
NTUAN

Vi
PENUTUD
Pasal 110

nya Peratusan Pemerintah ini, Pemerin-

camatan Purwokerto scbapaimana dimuk-

sud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pro-

pinsi Jawa Tengah, dihanuskan.

e\

(2) Hal-hal yang t
merintah ini,
rah Tingkat 1

Negeri.

imbul dalam pelaksanasn Peraturan Pe-
diselesaikan oleh Cubernur Kepala Dae-

Jawa Tenpah atas nama Mend-=ri Dalan
—

Pasal ~ 11

Peraturan Pemerintah ini mulai beriasku puda tanppal di-

undangkan,

Agar supaya setlap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini denpan penempat -

annya dalam Lembaran Negara Republi’ indcucsiz.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 1982

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 2 Desember 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

™

S0 HARTDO

—

INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 61.



